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ABSTRAK 

Wailah Sari/222015157/2019/Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target 

Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah pada 

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya 

target penerimaan retribusi daerah dakam miningkatkan efektifitas penerimaan retribusi daerah 

pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota Palembang. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriftif. Variabel yang diguanakan adalah faktor penyebab tidak tercapainya 

terget retribusi daerah. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.Teknik 

pengumpulan data yaitu dengan menggunakan Dokumentasi dan Wawancara. Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah yang 

merupakan faktor- faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah yaitu 1) sistem 

penentuan target yang belum realistis karena tidak berdasarkan potensi yang dimiliki. 2) belum 

tersedianya data based. 3) tingkat kebocoran masih banyak 4) penerapan sangsi kurang dipertegas 

5) sarana dan prasarana belum baik 6) sistem birokrasi pelayanan retribusi masih sbelum 

maksimal.  

 

Kata kunci : Faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah kota Palembang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak Indonesia memasuki era ekonomi daerah yang ditetapkan 

dalam undang-undang No. 33 tahun 2004 dan undang-undang No. 23 

tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka mengharuskan pemerintah 

daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Tujuannya 

adalah mempercepat terwujudnya kesejateraan masyarakat, pemberdayaan 

dan peran serta masyarakat. pemerintah daerah memiliki tanggung jawab 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama untuk pelayanan 

masyarakat seperti tempat hiburan, restoran, kesehatan, keamanan, 

pendidikan, transportasi, dan lain-lain.  

Adanya hal tersebut memberikan tuntutan kepada pemerintah 

daerah untuk menggali semaksimal mungkin sumber-sumber 

pendapatanya secara mandiri agar dapat menjalankan tanggung jawab 

tersebut. Kemudian pada undang-undang  No.33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

menetapkan bahwa pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi 

terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan 

asli daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 
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Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam 

masyarakat menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari 

perencanan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan 

pengalian potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan 

daerah dan pelayanan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi modal 

dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pendapatan asli daerah ini 

antara lain meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain- lain pendapatan daerah yang 

sah. 

 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah yang dapat dipungut dibagi atas 

tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi 

perizinan tertentu. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

kota palembang meiliki beberapa jenis retribusi daerah. Retribusi daerah 

yang di teliti dari tahun 2014-2018 oleh penulis tidak pernah  mencapai 

target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) kota palembang, yang dimana retribusi daerah ini 

banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 

maka harus diperhatikan setiap tahunnya. Retribusi daerah ini juga harus 

dipungut dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab karena 

wewenang pungutan. pengelolaan dan penggunaan dana retribusi 

sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.  
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Abdul (2014:49) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi tidak tercapainya target retribusi daerah adalah target 

penerimaan belum realistis yang dilihat dari sislem penentuan target yang  

didasakan pada historis dan belum dimilikinya data based atau data dasar  

mengenai sumber penerimaan. Masih tingginya tingkat kebocoran atau 

kelolosan, dikarenakan belum efektifitasnya pemberlakuan sanksi dan 

kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan. Belum 

primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) atau 

tugas pelaksanaan dilapangan, serta adanya birokrasi dalam layanan 

pemungutan pajak retribusi.  

Berdasarkan wewenang tersebut setiap daerah harus dapat 

mengenali potensi dan mengidentipikasi sumber-sumber daya yang 

dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu mengali sumber-

sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui 

pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari 

sektor retribusi daerah. 

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Retribusi daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  

66 Tahun 2001 Retribusi Daerah adalah jasa atau pemberian izin tertentu  
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khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan pribadi atau badan. 

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan 

pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk 

kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah salah satunya 

adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat 

memajukan daerah dan ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan 

retribusi, dimana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan 

kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang 

disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. 

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang 

mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah 

(PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara besar dapat 

digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu meningkatkan PAD 

yaitu dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas 

serta melakukan peningkatan efektifitas pemungutan dengan cara 

melakukan pengoptimalan potensi yang ada serta diupayakan menggali 

sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan 

sehingga dapat dipungut retribusi daerahnya. 

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan 

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. 

Pengertian efektivitas adalah realisasi penerimaan retribusi daerah 
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dibandingkan dengan target penerimaannya. Kontribus digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam 

penerimaan setiap retribusi daerah. Mahmudi (2010:145) upaya dari 

peningkatan pendapatan asli daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan 

terkoordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah dan penerimaan 

retribusi lainya. 

Peningkatan realisasi anggaran retribusi daerah dari tahun ketahun 

belum bisa di jadikan pedoman dalam  mengukur keberhasilan 

pemungutan retribusi daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah kota 

palembang. Dengan cara menghitung efektivitas retribusi daerah hal ini 

dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan 

pemungutan  retribusi daerah. Pengukuran efektivitas dan potensi retribusi 

daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan 

pengelolaan retribusi daerah.  

Berikut ini penulis menyediakan 5 jenis retribusi daerah yang ada 

pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota 

palembang yang tidak mencapai target tahun 2014-2018 Dari data yang 

diperoleh bahwa pemungutan retribusi daerah setiap tahunya mengalami 

perubahan, lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut:  
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Tabel I.1 

Jenis-jenis Retribusi Daerah pada BPKAD Kota Palembang 

Yang tidak mencapai Target tahun 2014-2018 

Tahun Keterangan 

Jenis retribusi 

Retribusi daerah Retribusi parkir 

tepi jalan umum 

Retribusi 

penyedotan 

kakus 

Retribusi izin 

mendirikan 

bangunan 

2014 Target 7.241.550.000 187.792.500 118.300.000.000 129.933.642.500 

 Realisasi 6.322.212.321 53.250.000 53.627.867.027 63.724.339.267 

 Persentasi 87,30 % 28,36 % 45,33 % 62,28 % 

2015 Target 7.241.550.000 187.792.500 53.627.000.000 65.260.642.500 

 Realisasi 6.713.224.000 57.850.000 42.130.294.516 52.538.820.096 

 Persentasi 92,70 % 30,81 % 78,56 % 66,09 % 

2016 Target 12.191.000.000 187.792.500 65.000.000.000 81.583.092.500 

 Realisasi 6.907.284.100 57.650.000 42.299.803.239 55.833.418.841 

 Persentasi 56,66 % 30,70 % 69,60 % 58,32 % 

2017 Target 10.500.000.000 187.792.500 65.000.000.000 80.217.792.500 

 Realisasi 5.721.444.800 52.950.000 31.853.850.837 41.105.153.637 

 Persentasi 54,49 % 28,20 % 49.01 % 50,09 % 

2018 Target 10.000.000.000 187.792.500 65.000.000.000 79.717.792.500 

 Realisasi 5.223.818.800 54.750.000 24.172.513.806 33.070.148.106 

 Persentasi 52,24 % 29,15 % 37,19 % 49,39 % 

Sumber :badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Palembang, 2019 
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  Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat dari data yang diperoleh dari 

dinas pendapatan daerah kota palembang dapat yang dapat dilihat 3 jenis 

retribusi daerah yang terdiri dari retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi 

penyedot kakus, Retribusi izin mendirikan bangunan yaitu penerimaan 

retribusi daerah tidak pernah memenuhi target yang telah ditetapkan 

pemerintah dari tahun ketahun, pada tahun 2014-2018 adalah retribusi izin 

mendirikan bangunan dimana persentasi retribusi tahun 2014 adalah 45,3 

%, tahun 2015 adalah 78,6 %, tahun 2016 adalah 69,7 %, tahun 2017 

adalah 49 %,  dan tahun 2018 adalah 37,19 %, terjadi penurunan realisasi 

yang sangat besar. 

Adapun fenomena yang terjadi adalah target penerimaan belum 

realistis dilihat dari penentuan target yang didasarkan pada historis dan 

belum dimilikinya data based atau data dasar mengenai sumber 

penerimaan karena dari hasil wawancara pada badan pengelola keuangan 

dan aset daerah kota palembang masing-masing dinas belum memiliki data 

based atau data dasar mengenai sumber penerimaan secara akurat dan 

gambaran menyeluruh mengenai data-data penerimaan realisasi. Masih 

tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan masyarakat wajib retribusi 

dalam melaporkan data-data yang masuk karena kurangnya sarana dan 

prasarana di lapangan  seperti pengawasan petugas masih belum 

memadahi untuk memantau langsung di lapangan karena ini merupakan 

faktor penunjang untuk meningkatkan retribusi daerah kota Palembang. 

Tingkat kapasitas SDM yang rendah dan sistem birokrasi yang masih 
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kurang baik dimasing-masing dinas karena itulah retribusi daerah di Kota 

Palembang masih belum sesuai target. 

Berdasarkan latar belakang dan penomena  yang telah diuraikan 

diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul  “Analisis 

Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah 

dalam Meningkatkan Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Palembang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka peneliti 

merumuskan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu faktor-

faktor apa saja yang  menyebabkan  tidak tercapainya target penerimaan 

retribusi daerah dalam meningkatkan efektifitas penerimaan retribusi 

daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Di kota 

Palembang setiap tahunya selalu mengalami penurunan dikota Palembang 

2014 - 2018? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun Tujuan dalam  penelitian ini yaitu Untuk mengetahui 

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi 

daerah dalam meningkatkan efektifitas penerimaan retribusi daerah pada 
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badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) di kota Palembang 

tahun 2014-2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman, dan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab 

tidak tercapainya target retribusi daerah dalam meningkatkan 

efektivitas penerimaan retribusi daerah pada badan pengelola 

keuangan dan aset daerah kota Palembang.  

2. Bagi Dinas Pendapatan Asli Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau 

informasi mengenai faktor penyebab tidak tercapainya retribusi 

daerah dalam meningkatkan efektifitas penerimaan retribusi daerah 

dan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam 

meningkatkan penerimaan retribusi daerah. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang 

dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
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